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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran 

Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengawasan perlintasan sebidang 

kereta api berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pengawasan perlintasan sebidang kereta api oleh Pemerintah 

Daerah Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Pelaksanakan 

pengawasan perlintasan sebidang kereta api dilakukan berdasarkan 

kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bentuk pengawasan yang 

dilakukan meliputi penyediaan fasilitas keselamatan seperti rambu-rambu 

peringatan dan rubber bump, pelaksanaan monitoring rutin terhadap 

kondisi perlintasan sebidang, serta koordinasi dengan PT KAI, Balai Teknik 

Perkeretaapian, dan instansi terkait lainnya. Namun demikian, 

pelaksanaan pengawasan tersebut masih belum optimal karena terkendala 

oleh keterbatasan anggaran daerah, sehingga fasilitas keselamatan yang 

disediakan belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018. Dari 92 perlintasan sebidang 

yang ada di Kota Padang, hanya 36 perlintasan yang resmi terdaftar, 

sementara 29 sisanya merupakan perlintasan liar yang tidak memiliki izin 

dan tidak dilengkapi dengan fasilitas keselamatan yang memadai. 

2. Peran Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengawasan perlintasan 

sebidang berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Perkeretaapian belum terlaksana secara efektif. Pasal 94 ayat (1) 

menegaskan bahwa perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus 

ditutup untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, dan 

ayat (2) menyatakan bahwa penutupan tersebut dilakukan oleh Pemerintah 
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atau Pemerintah Daerah. Dalam implementasinya, Pemerintah Daerah 

Kota Padang menghadapi berbagai hambatan dalam melaksanakan 

kewajiban hukum tersebut, antara lain: keterbatasan anggaran untuk 

menyediakan fasilitas keselamatan dan jalan alternatif, resistensi 

masyarakat terhadap penutupan perlintasan liar karena perlintasan 

tersebut telah menjadi akses utama menuju permukiman, serta ketiadaan 

peraturan daerah khusus yang mengatur pengawasan perlintasan 

sebidang di Kota Padang. Meskipun telah dilakukan upaya penutupan 

perlintasan liar secara bertahap dengan target sekitar 18 perlintasan per 

tahun, namun upaya tersebut belum dapat mengimbangi tingginya jumlah 

perlintasan liar yang masih beroperasi.  

3. Analisis siyasah tanfiziyyah dalam pengawasan perlintasan Sebidang 

kereta api oleh pemerintah daerah Kota Padang belum sepenuhnya 

mencerminkan prinsip pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang optimal. 

Dari aspek prinsip mashlahah, masih terdapatnya 29 perlintasan liar yang 

beroperasi tanpa fasilitas keselamatan apapun disertai 14 kecelakaan 

dengan korban jiwa sepanjang Januari hingga September 2024 

menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah dalam melindungi jiwa 

masyarakat (hifz al-nafs) sebagai bagian dari maqasid al-shariah belum 

terwujud secara penuh. Dari aspek prinsip al-adalah, distribusi fasilitas 

keselamatan yang tidak merata antara perlintasan resmi dan tidak resmi 

menjadikan masyarakat yang bermukim di sekitar 29 perlintasan liar tidak 

mendapatkan perlindungan yang setara dari negara, padahal kebutuhan 

keselamatan mereka sama besarnya, sehingga bertentangan dengan 

keadilan substantif yang dituntut oleh siyasah tanfiziyyah. Dari aspek 

prinsip transparansi dan akuntabilitas, ketiadaan peraturan daerah 

khusus yang mengatur pengawasan perlintasan sebidang menjadikan 

pelaksanaan pengawasan berjalan tanpa standar yang terukur, tidak 

memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, dan sulit 

dipertanggungjawabkan secara formal kepada publik, padahal 
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transparansi merupakan syarat utama terwujudnya pemerintahan yang 

amanah. Dari aspek prinsip ijtihad dan fleksibilitas, meskipun telah 

dilakukan beberapa inovasi seperti penggunaan rubber bump dan portal 

manual yang dijaga warga, solusi-solusi tersebut masih bersifat parsial dan 

belum menghasilkan kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan 

sebagaimana yang dikehendaki oleh prinsip ijtihad dalam siyasah 

tanfiziyyah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui 

pembentukan peraturan daerah khusus, peningkatan alokasi anggaran, 

serta penyusunan rencana strategis yang berkelanjutan demi terwujudnya 

fungsi tanfidz yang benar-benar mencerminkan amanah, keadilan, dan 

kemaslahatan masyarakat Kota Padang. 

5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1) Saran untuk Pemerintah Daerah Kota Padang 

Pemerintah Daerah Kota Padang perlu segera menyusun dan 

menetapkan Peraturan Daerah khusus yang mengatur pengawasan 

perlintasan sebidang kereta api, meningkatkan alokasi anggaran untuk 

penyediaan fasilitas keselamatan yang memenuhi standar, menyusun 

rencana strategis penutupan perlintasan liar secara bertahap dengan 

menyediakan jalan alternatif yang aman bagi masyarakat, serta 

meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang 

pentingnya keselamatan di perlintasan sebidang. 

2) Saran untuk masyarakat  

Masyarakat Kota Padang diharapkan lebih kooperatif dengan 

pemerintah dalam upaya peningkatan keselamatan di perlintasan 

sebidang, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap rambu-

rambu dan aturan keselamatan, serta tidak membuka atau 

menggunakan perlintasan liar yang telah ditutup oleh pemerintah demi 

keselamatan bersama. 

3) Saran untuk Dinas Perhubungan Kota Padang 
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Dinas Perhubungan Kota Padang hendaknya meningkatkan 

kapasitas dan kompetensi personil pengawas melalui pelatihan khusus 

di bidang keselamatan transportasi, mengembangkan sistem 

pengawasan berbasis tekNomorlogi untuk monitoring kondisi 

perlintasan secara real-time, melakukan audit keselamatan secara 

berkala, serta memperkuat koordinasi dengan PT KAI, Balai Teknik 

Perkeretaapian, dan Kepolisian dalam penanganan perlintasan 

sebidang yang lebih efektif dan terintegrasi. 
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